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ABSTRAK 
 

Nama : Avivah Nurchotijah 

Mochtar Nim  210104004 

Jurusan : Program Studi Hukum Pidana Islam 

 Judul : Kebijakan Hukum Militer Dalam Menangani Kasus 

 Disersi Pada Pengadilan Militer Iii-18 Ambon 

 

Penelitian ini membahas problematika yuridis yang timbul dari 
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 

khususnya terhadap pengaturan upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi. 

Fokus kajian diarahkan pada ketidaksesuaian norma dan potensi pelanggaran hak 

asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan hak atas kebebasan beragama. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis- 

empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan aparat 

hukum militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon, serta dokumentasi dari 

putusan-putusan pengadilan. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif 

dengan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer dan KUHPM, khususnya Pasal 87 yang mengatur tentang disersi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon 

telah menjalankan proses hukum secara prosedural dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Namun, terdapat sejumlah tantangan, termasuk 

keterlambatan penanganan perkara akibat batas waktu prosedural dan 

kompleksitas faktor penyebab disersi, seperti tekanan psikologis, masalah 

keluarga, serta ketidaktahuan prajurit terhadap hukum. Kebijakan hukum yang 

diterapkan bersifat moderat: mengedepankan keadilan, namun tetap 

mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Penanganan kasus disersi 

diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif untuk 

menjaga disiplin militer secara berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Kebijakan hukum, disersi, hukum militer, Pengadilan Militer III-

18 Ambon, KUHPM. 
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ABSTRAC 

 

Name : Avivah Nurchotijah Mochtar 

Student ID : 210104004 

Department : Islamic Criminal Law Program 

Title : Military Legal Policy in Handling Desertion Cases 

at the Military Court III-18 Ambon. 

 

This study discusses the juridical problems arising from the 
enactment of Government Regulation Number 28 of 2024 as the 

implementing regulation of Law Number 17 of 2023 concerning Health, 

particularly in relation to the regulation of reproductive health 

maintenance efforts. The focus of the study is directed toward normative 

inconsistencies and potential human rights violations, especially the right 

to health and the right to freedom of religion. 

This research uses a qualitative method with a juridical-empirical 

approach. Data were obtained through direct observation, interviews with 

military legal authorities at the Military Court III-18 Ambon, and 

documentation of court decisions. The researcher also used a normative 

approach by reviewing Law Number 31 of 1997 on Military Courts and the 

Military Penal Code (KUHPM), particularly Article 87 concerning 

desertion. 

The results show that the Military Court III-18 Ambon has 

implemented legal procedures in accordance with applicable laws and 

regulations. However, several challenges were identified, including delays 

in case handling due to procedural time limits and the complexity of 

factors causing desertion, such as psychological pressure, family 

problems, and the lack of legal awareness among soldiers. The legal 

policy applied is moderate: prioritizing justice while also considering 

aspects of rehabilitation and guidance. The handling of desertion cases is 

expected to be not only repressive but also preventive and educational to 

maintain sustainable military discipline. 

 

 

Keywords: Legal policy, desertion, military law, Military Court III-18 

Ambon, KUHPM. 
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